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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,
serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan,
telah ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor P.64/Menlhk-Setjen/2015 tentang
Tata Cara Pengesahan Rencana Pengeloaan Hutan
Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;

bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor P.64/Menlhk-Setjen/2015 tentang
Tata Cara Pengesahan Rencana Pengeloaan Hutan

Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
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Mengingat

1.

dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, masih terdapat kekurangan
dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan
perubahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang,
sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan kondisi aktual wilayah dan potensi
sumber daya hutan yang sudah tidak sesuai lagi dengan
yang tertuang dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka
Panjang (RPHJP), perlu pengaturan mengenai tata cara
perubahan RPHJP;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan tentang Tata Cara Penyusunan, Penilaian dan
Pengesahan Rencana Pengeloaan Hutan Kesatuan
Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan

Hutan Produksi;

Undang-Undang Nomor S Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5432);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,
serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 17);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-
I1/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan
Pengelolaan Hutan (KPH) (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 14);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-
I1/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan
Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 62);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-
I1/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 460);
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-
II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional
(RKTN) Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 381);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menhut-
[1/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Kehutanan Tingkat Provinsi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);
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17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.18/Menlhk-1I/2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
713);

18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang
Kerjasama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan
Hutan untuk Mendukung Ketahanan Pangan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1524);

19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang
Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1663);

20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 tentang
Kerjasama  Pemanfaatan Hutan pada  Kesatuan
Pengelolaan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1242);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN,
PENILAIAN, DAN PENGESAHAN RENCANA PENGELOLAAN
HUTAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa
hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang
didominasi pepohonan dalam persekutuan alam
lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat

dipisahkan.
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Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan
oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya
sebagai hutan tetap.

Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata
hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,
pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan,
rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan
hutan dan konservasi alam.

Tata Hutan adalah kegiatan rancang bangun unit
pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan
sumberdaya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan
potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan
untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi
masyarakat secara lestari.

Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disingkat KPH
adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok
dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien
dan lestari.

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung selanjutnya
disingkat KPHL adalah KPH yang luas wilayah
seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari kawasan
hutan lindung.

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi selanjutnya
disingkat KPHP adalah KPH yang luas wilayah
seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari kawasan
hutan produksi.

Rencana Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat
RPH adalah rencana pada KPH yang memuat semua
aspek pengelolaan hutan dalam kurun waktu jangka
panjang dan jangka pendek, disusun berdasarkan hasil
tata hutan dan rencana kehutanan, dengan
memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya
masyarakat serta kondisi lingkungan dalam rangka
pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk
memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL atau

KPHP yang selanjutnya disingkat RPHJP KPHL atau
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KPHP adalah rencana pengelolaan hutan untuk seluruh
wilayah kerja KPHL atau KPHP dalam kurun waktu 10
(sepuluh) tahun.

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek KPHL atau
KPHP yang selanjutnya disingkat RPHJPd KPHL atau
KPHP adalah rencana pengelolaan hutan untuk kegiatan
KPHL atau KPHP dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk
memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa
lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan
kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu
secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat
dengan tetap menjaga kelestariannya.

Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan atas
sebagian kawasan hutan untuk kepentingan
pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah status
dan fungsi pokok kawasan hutan.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah upaya
memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi
hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas
dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga
kehidupan tetap terjaga.

Reklamasi Hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau
memulihkan kembali hutan atau lahan dan vegetasi
dalam kawasan hutan yang rusak sebagai akibat
penggunaan kawasan hutan agar dapat berfungsi secara
optimal sesuai dengan peruntukannya.

Perlindungan Hutan adalah usaha untuk mencegah dan
membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil
hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak,
kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta
mempertahankan dan menjaga hak-hak negara,
masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan,
hasil hutan investasi serta perangkat yang berhubungan
dengan pengelolaan hutan.

Pengamanan Hutan adalah segala kegiatan, upaya dan

usaha yang dilaksanakan oleh aparat kehutanan dan
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

dukungan instansi dalam rangka mengamankan hutan
dan hasil hutan secara terencana, terus-menerus dengan
prinsip berdaya guna dan berhasil guna.

Inventarisasi Hutan adalah rangkaian  kegiatan
pengumpulan data untuk mengetahui keadaan dan
potensi sumber daya hutan serta lingkungannya secara
lengkap.

Blok adalah bagian wilayah KPH yang dibuat relatif
permanen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
pengelolaan.

Petak adalah bagian dari blok dengan luasan tertentu
dan menjadi unit usaha pemanfaatan terkecil yang
mendapat perlakuan pengelolaan atau silvikultur yang
sama.

Verifikasi adalah suatu bentuk pengujian terhadap
dokumen secara administratif dengan membandingkan
terhadap pedoman yang berlaku.

Validasi adalah pencermatan terhadap substansi tertentu
berdasarkan ketentuan untuk memastikan bahwa
kualitas substansi tersebut memenuhi persyaratan
kemanfaatan.

Penilaian adalah proses mengukur kesesuaian isi RPHJP
atau RPHJPd berdasarkan peraturan yang telah
ditetapkan melalui proses verifikasi dan validasi.

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan
kehutanan.

Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang diserahi
tugas dan bertanggung jawab di bidang pengendalian
daerah aliran sungai dan hutan lindung atau di bidang
pengelolaan hutan produksi lestari.

Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang
selanjutnya disebut Direktur KPHL adalah Direktur yang
diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang KPHL.
Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang
selanjutnya disebut Direktur KPHP adalah Direktur yang
diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang KPHP.
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Kepala Dinas Provinsi adalah kepala dinas yang diserahi
tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan di
wilayah provinsi.

Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut
Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis
Direktorat Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung
jawab di bidang pengelolaan hutan lindung atau hutan

produksi di daerah.

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN KPHL DAN

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

KPHP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2
KPHL atau KPHP mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan hutan pada seluruh wilayah kerja yang
ditetapkan.
Pelaksanaan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), didasarkan atas rencana pengelolaan
hutan.
Rencana pengelolaan hutan terdiri atas:
a. RPHJP; dan
b. RPHJPd.

Bagian Kedua

Penyusunan RPHJP KPHL dan KPHP

Pasal 3
RPHJP disusun oleh Kepala Dinas Provinsi dengan
menugaskan Kepala KPH.
Penyusunan RPHJP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), melibatkan Unit Pelaksana Teknis terkait lingkup
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan

diketahui oleh Kepala Dinas Provinsi.

www.peraturan.go.id



2018, No.1751

(3)

(4)

()

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

-10-

RPHJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun

berdasarkan hasil tata hutan dan memperhatikan:

a. rencana kehutanan tingkat nasional;

b. rencana kehutanan tingkat provinsi;

c. memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai
budaya masyarakat serta kondisi lingkungan
setempat; dan

d. memuat semua aspek pengelolaan hutan lestari.

Usulan RPHJP disampaikan oleh Kepala KPH melalui

Kepala Dinas Provinsi dilengkapi rekaman elektronisnya

kepada Menteri cq. Direktur yang menangani KPH, untuk

disahkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Teknis

Penyusunan RPHJP, diatur dengan Peraturan Menteri

tersendiri.

Bagian Ketiga
Penilaian RPHJP KPHL dan KPHP

Pasal 4
Direktur sesuai kewenangannya dalam jangka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya
usulan RPHJP dan rekaman elektronisnya, melakukan
penilaian berupa verifikasi dan validasi data/informasi
serta dokumentasi pendukung usulan RPHJP.
Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Direktur
Jenderal sesuai kewenangannya.
Kepala KPH wajib melakukan paparan usulan RPHJP
KPHL atau usulan RPHJP KPHP di hadapan Tim Penilai.
Format penilaian usulan RPHJP KPHL atau usulan
RPHJP KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Panduan penilaian usulan RPHJP KPHL atau usulan
RPHJP KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
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tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Pengesahan RPHJP KPHL dan KPHP

Pasal 5
Direktur sesuai kewenangannya atas nama Menteri
mengesahkan RPHJP KPHL atau RPHJP KPHP dalam bentuk
Keputusan berdasarkan hasil penilaian usulan RPHJP KPHL
atau usulan RPHJP KPHP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) dalam hal diperoleh nilai rata-rata 75 (tujuh
puluh lima) atau lebih dan/atau berdasarkan hasil perbaikan

usulan yang telah disetujui.

Pasal 6

(1) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) memperoleh nilai rata-rata kurang dari 75 (tujuh
puluh lima), maka usulan RPHJP KPHL atau usulan
RPHJP KPHP diperbaiki oleh Kepala KPH.

(2) Kepala KPH dalam jangka waktu paling lama 15 (lima
belas) hari kerja sejak diterimanya hasil penilaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan
perbaikan usulan RPHJP KPHL atau usulan RPHJP KPHP
dengan diketahui oleh Kepala Dinas Provinsi, serta
menyampaikan kembali kepada  Direktur sesuai
kewenangannya.

(3) Direktur sesuai kewenangannya atas nama Menteri
dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak
diterimanya perbaikan usulan RPHJP KPHL atau usulan
RPHJP KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
melakukan  penilaian kembali dan  menerbitkan
Keputusan pengesahan RPHJP KPHL atau RPHJP KPHP.

(4) RPHJP KPHL atau RPHJP KPHP sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh)

tahun.
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(1)

(2)

-12-

Bagian Kelima

Perubahan RPHJP KPHL dan KPHP

Pasal 7
RPHJP KPHL atau RPHJP KPHP yang telah disahkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan
perubahan.
Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. perubahan arahan dan/atau luasan blok di dalam
wilayah KPHL atau KPHP;
b. perubahan yang diakibatkan adanya pemanfaatan
hutan dan penggunaan kawasan hutan;
c. perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan
di dalam wilayah KPHL atau KPHP; atau
d. perubahan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 8

Usulan perubahan RPHJP sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (1) disampaikan oleh Kepala KPH melalui Kepala

Dinas Provinsi berikut rekaman elektronisnya kepada

Direktur untuk dinilai.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 9
Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
dilakukan oleh Direktur sesuai kewenangannya paling
lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan
perubahan.
Dalam hal substansi perubahan RPHJP disetujui,
Direktur sesuai kewenangannya atas nama Menteri
mengesahkan perubahan RPHJP KPHL atau perubahan
RPHJP KPHP.
Dalam hal substansi perubahan RPHJP belum dapat
disetujui, perubahan RPHJP KPHL atau perubahan
RPHJP KPHP diperbaiki oleh Kepala KPH.
Kepala KPH dalam jangka waktu paling lama 15 (lima
belas) hari kerja sejak diterima perubahan RPHJP KPHL
atau perubahan RPHJP KPHP sebagaimana dimaksud
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pada ayat (3), melakukan perbaikan substansi perubahan
RPHJP KPHL atau substansi perubahan RPHJP KPHP
dengan diketahui oleh Kepala Dinas Provinsi, serta
menyampaikan kembali kepada  Direktur sesuai
kewenangannya.

Direktur sesuai kewenangannya atas nama Menteri
dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah
menerima perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), menerbitkan Keputusan pengesahan perubahan
RPHJP yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan RPHJP sebelumnya.

Bagian Keenam

Penyusunan, Penilaian dan Pengesahan RPHJPd KPHL dan

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

KPHP

Pasal 10
KPHL atau KPHP wajib menyusun RPHJPd KPHL atau
RPHJPd KPHP berdasarkan RPHJP KPHL atau RPHJP
KPHP yang telah disahkan.
RPHJPd KPHL atau RPHJPd KPHP disusun oleh Tim yang
ditunjuk oleh Kepala KPH.
RPHJPd KPHL atau RPHJPd KPHP yang telah disusun
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai oleh Pejabat
Struktural pada KPHL atau KPHP yang membidangi
Perencanaan Hutan.
RPHJPd KPHL atau RPHJPd KPHP yang telah dinilai
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disahkan oleh
Kepala KPH dalam bentuk Keputusan.
RPHJPd KPHL atau RPHJPd KPHP berlaku mulai tanggal
1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun
berjalan.
RPHJPd KPHL atau RPHJPd KPHP merupakan dasar
operasionalisasi pengelolaan hutan oleh KPH pada tahun
yang bersangkutan.
RPHJPd KPHL atau RPHJPd KPHP yang sudah disahkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta rekaman

www.peraturan.go.id
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(8)

(9)

(1)

(2)

a.

-14-

elektronisnya wajib disampaikan kepada Kepala Dinas

Provinsi, dengan tembusan :

a. Direktur KPHL atau KPHP; dan

b. Kepala UPT pada Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan sesuai wilayah kerjanya.

Pedoman penyusunan, penilaian dan pengesahan

RPHJPd KPHL atau RPHJPd KPHP sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) tercantum

dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Panduan penilaian RPHJPd KPHL atau RPHJPd KPHP

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

KPHL atau KPHP yang belum memiliki RPHJP dapat
menyusun 1 (satu) kali Rencana Operasional jangka
waktu satu tahun sebagai dasar operasional kegiatan.

Ketentuan mengenai Penyusunan, Penilaian dan
Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek
(RPHJPd) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 berlaku secara mutatis
mutandis terhadap penyusunan, penilaian dan

pengesahan Rencana Operasional.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

RPHJP KPHL dan RPHJP KPHP, RPHJPd KPHL dan
RPHJPd KPHP yang telah disahkan sebelum berlakunya

www.peraturan.go.id
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Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku.

RPHJP KPHL dan RPHJP KPHP, RPHJPd KPHL dan
RPHJPd KPHP yang telah disusun dan belum disahkan,
pengesahannya diproses sesuai dengan ketentuan dalam

Peraturan Menteri ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.64/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara
Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan
Pengelolaan Hutan Produksi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 336);

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari Nomor P.7/PHPL/SET/3/2016 Pedoman
Penyusunan, Penilaian, Pengesahan dan Pelaporan
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek Kesatuan
Pengelolaan Hutan Produksi; dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran
Sungai dan Hutan Lindung Nomor P.18/PDASHL-
SET/2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan Jangka Pendek Kesatuan Pengelolaan

Hutan Lindung;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

www.peraturan.go.id
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 November 2018

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.98/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018
TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN, PENILAIAN DAN
PENGESAHAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG
DAN  KESATUAN  PENGELOLAAN  HUTAN
PRODUKSI

FORMAT PENILAIAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

Materi verifikasi dan validasi :

a. Pendahuluan (Bobot S %)

No. Uraian Nilai | Bobot Has'H Akhir Justifikasi
(nilai x bobot)
Kecukupan uraian :
1. | Latar belakang 1%
2. | Tujuan pengelolaan 1 %
3. | Sasaran 1%
4. | Ruang lingkup 1%
5. | Batasan pengertian 1 %
Sub-Total a 5 %

Catatan : nilai setiap unsur antara 0 — 100 dengan Kkriteria sebagai berikut:

- Sangat baik : > 90

- Baik : 75-90
- Cukup 1 50-74
- Kurang ;<50

b. Deskripsi kawasan KPHL/KPHP {(Bobot 15 %) :

No. Uraian Nilai | Bobot |  1ASILAKNIY g imeng
(nilai x bobot)
Kecukupan uraian :
1. | Risalah wilayah KPH, 3%
meliputi :

Informasi letak, luas, batas-
batas, pembagian blok/zona
(sesuai fungsi kawasan, bio
fisik, potensi sumber daya
alam, sosial ekonomi
masyarakat sekitar,
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keberadaan izin
pemanfaatan hutan, dan
penggunaan kawasan
hutan), aksesibilitas
kawasan, sejarah wilayah
KPHL /KPHP

Potensi wilayah KPH : 3 %

Informasi penutupan
vegetasi, potensi kayu,
potensi non kayu,
keberadaan flora dan fauna
langka, serta potensi jasa
lingkungan dan wisata alam

Sosial budaya 2 %

Informasi ekonomi sosial
budaya masyarakat di dalam
dan sekitar hutan, termasuk
keberadaan masyarakat
hukum adat

Pemanfaatan hutan dan 2 %
penggunaan kawasan hutan:

Informasi izin-izin dan
pencadangan pemanfaatan
hutan dan penggunaan
kawasan hutan

Posisi areal kerja dalam tata 2 %
ruang wilayah dan
pembangunan daerah :

Informasi posisi areal
KPHL/KPHP dalam
perspektif tata ruang wilayah
provinsi, kabupaten, dan
pembangunan daerah

Isu strategis, kendala, dan 3 %
permasalahan :

Informasi isu strategis
(ancaman, tantangan,
gangguan, peluang),
kendala, dan permasalahan

Sub-Total b 15 %

Catatan : nilai setiap unsur antara 0 — 100 dengan kriteria sebagai berikut:

Sangat baik : > 90

Baik : 75-90
Cukup 1 50-74
Kurang 1< 49

. Visi dan Misi Pengelolaan Hutan (Bobot 5 %) :

Uraian Nilai | Bobot

Hasil Akhir

(nilai x bobot) | Justfikasi

Kecukupan uraian :

Visi dan misi pengelolaan
hutan :
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1) Pernyataan visi 1%
2) Pernyataan misi 2 %
3) Pernyataan tujuan 2 %
Sub-Total ¢ S %

Catatan : nilai setiap unsur antara 0 — 100 dengan kriteria sebagai berikut:

Sangat baik : > 90

Baik : 75-90
Cukup 1 50-74
Kurang . <49

d. Analisis dan Proyeksi (Bobot 10 %) :

No.

Uraian

Nilai

Bobot

Hasil Akhir

(nilai x bobot) | Justfikasi

Kecukupan uraian :

Analisa data dan informasi :

S %

Analisa data dan informasi
yang saat ini tersedia (data
primer dan data sekunder).

Proyeksi kondisi wilayah :

S %

Proyeksi kondisi wilayah
KPHL/KPHP di masa
mendatang

Sub-Total d

10 %

Catatan : nilai setiap unsur antara 0 — 100 dengan Kkriteria sebagai berikut:

Sangat baik ;. > 90

Baik : 75-90
Cukup 1 50-74
Kurang 1< 49

(Bobot 45 %)

. Rencana Kegiatan Strategis Selama Jangka Waktu Rencana Pengelolaan

Uraian

Nilai

Bobot

Hasil Akhir

(nilai x bobot) | TUStkasi

Kecukupan uraian :

Inventarisasi berkala wilayah
kelola serta penataan
hutannya :

2,25 %

Rencana inventarisasi
berkala wilayah kelola serta
penataan hutannya

Pemanfaatan hutan pada
wilayah tertentu :

4,5 %

Rencana pemanfaatan hutan
pada wilayah tertentu sesuai
karakteristik wilayah

Pemberdayaan masyarakat :

2,25 %

Rencana pemberdayaan
masyarakat dalam bentuk
penyerapan tenaga lokal,
kemitraan, penyediaan akses
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usaha kehutanan dan
ekonomi produktif lainnya

Pembinaan dan pemantauan
pemanfaatan hutan dan
penggunaan kawasan hutan
pada areal yang berizin :

4,5 %

Rencana pembinaan dan
pemantauan pemanfaatan
maupun penggunaan
kawasan hutan pada areal
KPHL/KPHP

Rehabilitasi pada areal kerja
di luar izin :

4,5 %

Rencana penyelenggaraan
rehabilitasi pada areal kerja
di luar izin secara memadai

Pembinaan dan pemantauan
rehabilitasi dan reklamasi di
dalam areal vang berizin :

4,5 %

Rencana pembinaan dan
pemantauan pelaksanaan
rehabilitasi dan reklamasi
pada areal kerja vang sudah
ada izin pemanfaatan dan
penggunaan kawasan
hutannya

Rencana penyelenggaraan
perlindungan hutan dan
konservasi alam :

4,5 %

1) delineasi areal
perlindungan setempat

2) upaya perlindungan dan
pengawetan tumbuhan
dan satwa yvang dilindungi

3) upaya konservasi HCVF

Rencana penyelenggaraan
koordinasi dan sinkronisasi
antar pemegang izin

2,25 %

Koordinasi dan sinergi
dengan instansi dan
stakeholder terkait :

2,25 %

Rencana  koordinasi dan
sinergi dengan 10 atau lebih
instansi dan  stakeholder
terkait aktivitas pengelolaan.

10.

Rencana penyediaan dan
peningkatan kapasitas SDM

2,25 %

11.

Penyediaan pendanaan :

2,25 %

Rencana kebutuhan
anggaran, dan potensi
sumber pendanaan

12.

Pengembangan database :

2,25 %

Rencana pengembangan
database secara tepat guna
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13.

Rencana rasionalisasi
wilayah kelola :

2,25 %

14.

Review Rencana Pengelolaan:

2,25 %

Rencana review Rencana
Pengelolaan (minimal 5
tahun seckali)

13.

Pengembangan investasi :

2,25 %

Rencana pengembangan
investasi di bidang
pemanfaatan hasil hutan
kayu, mnon kayu, jasa
lingkungan, dan wisata alam

Sub-Total e

45 %

Catatan : nilai setiap unsur antara 0 — 100 dengan kriteria sebagai berikut:

Sangat baik : > 90

- Baik : 75-90
- Cukup 1 50-74
- Kurang . <49
f. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Bobot 5 %) :
No. Uraian Nilai | Bobot Has.ll Akhir Justifikasi
(nilai x bohot)
Kecukupan uraian :
Rencana pembinaan, 5%
pengawasan dan
pengendalian
Sub-Total £ S %
g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan (Bobot 5 %)
No. Uraian Nilai | Bobot I—_Ias'll Akhir Justifikasi
(nilai x bobot)
Kecukupan uraian :
Rencana pemantauan, 5 %
evaluasi dan pelaporan
Sub-Total g S %

Catatan : nilai setiap unsur antara 0 — 100 dengan kriteria sebagai berikut:

Sangat baik ;. > 90

- Baik :75-90
- Cukup : 50-74
- Kurang 1< 49
h. Lampiran-lampiran (Bobot 10 %)
No. Uraian Nilai | Bobot Has'H Akhir Justifikasi
(nilai x bobot)
1. | Peta wilayah KPHL/KPHP 1%
sesuai ketentuan
2. | Peta penutupan lahan sesuai 1%
ketentuan
3. | Peta DAS sesuai kondisi 1%
wilayah kerja
4. | Peta scharan potensi wilayah 1%
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KPHL/KPHP dan
aksesibilitasnya

S. | Peta penataan hutan berupa 2 %
zona/ blok, petak

6. | Peta keberadaan izin 1%
pemanfaatan hutan dan
penggunaan kawasan hutan

7. | Peta tanah, iklim,geologi 1%

8. | Peta Wilayah Tertentu 2%
Sub-Total h 10 %

Catatan : nilat setiap unsur antara 0 — 100 dengan kriteria sebagat berikut:

- Sangat baik : > 90

- Baik : 75-90
- Cukup 1 50-74
- Kurang . <49
Keterangan :

1) Total hasil akhir merupakan penjumlahan seluruh hasil akhir dari Sub
Total a + Sub Total b + Sub Total + Sub Total ¢ + Sub Total d + Sub
Total e + Sub Total T + Sub Total g + Sub Total h.

2) Justifikasi : memuat penjelasan kualitas data/informasi yang disajikan.

Nama :© .ciieviiiiiiiiiiinnns

(Tanda Tangan)

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA
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LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.98/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018
TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN, PENILAIAN DAN
PENGESAHAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG
DAN  KESATUAN  PENGELOLAAN  HUTAN
PRODUKSI

PEDOMAN PENYUSUNAN, PENILAIAN DAN PENGESAHAN RENCANA
PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PENDEK (RPHJPd) KESATUAN
PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL) DAN KESATUAN PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI (KPHP)

BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang

Untuk mendukung penyvelenggaraan pengelolaan hutan oleh
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan
Hutan Preduksi (KPHP) telah ditetapkan ketentuan tentang norma,
standar, prosedur dan kriteria pengelolaan hutan pada kesatuan
pengelolaanhutan lindung dan kesatuan pengelolaan hutan preduksi.
Ketentuan tersebut mengatur tentang rencana pengelolaan hutan yang
terdiri dari Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) 10
(sepuluh) tahun dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek
(RPHJPd) 1 (satu) tahun. RPHJPd disusun cleh pejabat yang ditunjuk cleh
Kepala KPHL atau KPHP, dinilai dan disahkan oleh Kepala KPHP atau
KPHP.

RPHJPd disusun berdasarkan RPHJP yang sudah disusun dan
menjadi pedoman dan acuan seluruh kegiatan pengelolaan hutan jangka
pendek di wilayah KPHL atau KPHP. Dalam proses penyusunannya
RPHJPd dilaksanakan melalui pembahasan yang melibatkan para

pemangku kepentingan.
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B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPHJPd adalah untuk menyediakan
suatu rencana pengelolaan hutan jangka pendek sebagai penjabaran
secara teknis rencana pengelolaan hutan jangka panjang.

Tujuannya adalah memberikan pedeman pelaksanaan kegiatan
pengelolaan hutan jangka pendek schingga dapat dilaksanakan secara
tepat, mantap dan terarah pada tingkat tapak.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis penyusunan RPHJPd sebagai
berikut:

1. RPHJPd (KPHL atau KPHP)disusun berdasarkan RPHJP (KPHL atau
KPHP) dan merupakan penjabaran secara detil dari RPHJP tersebut.

2. RPHJPd (KPHL atau KPHP) disusun paling lambat 3 (tiga) bulan
schelum masa berlakunya.

3. RPHJPd (KPHL atau KPHP) memuat unsur-unsur sebagai berikut:
a. Tujuan pengelolaan hutan lestari dalam skala KPHL atau KPHP

yvang bersangkutan;

o

. Evaluasi rencana jangka pendek sebelumnya;

. Target yang akan dicapai;

a2 0

. Basis data dan informasi;

@

. Kegiatan vang akan dilaksanakan;

e}

Status neraca sumberdaya hutan;

. Pemantauan evaluasi dan pengendalian kegiatan;

=

. Partisipasi pemangku kepentingan; dan

—s

. Arahan rencana pembangunan tahunan KPHL atau KPHP.

BAB 11
PENYUSUNAN RPHJPd KPHL DAN RPHJPd KPHP
A, Umum

RPHJPd KPHL atau RPHJPd KPHP disusun berdasarkan RPHJP
KPHL atau KPHP dan merupakan penjabaran secara detil dari RPHJP
KPHL atau KPHP tersebut. Penjabaran detil ini khususnya pada bagian
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya, penjabaran rencana kegiatan serta
analisa dan proyeksi. Dengan adanya penjabaran hal-hal tersebut maka
RPHJPd disamping sebagai dokumen rencana/usulan anggaran
pembangunan, juga dapat dijadikan sebagai dokumen pendukung

operasional di lapangan.
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B. Tahapan Penyusunan RPHJPd KPHIL atau RPHJPd KPHP
Proses penyusunan RPHJPd (KPHL/KPHP) dilakukan dengan
mengikuti tahapan kerja sebagai berikut:
1. Pembentukan Tim Kerja
a. RPHJPd disusun oleh Tim kerja vang dibentuk oleh Kepala KPH
(KPHL atau KPHP).
b. Susunan tim kerja terdiri dari unsur personil KPHL atau personil
KPHP dan dapat melibatkan unsur UPT Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan serta Dinas Provinsi yang membidangi
kehutanan.
c. Tim kerja bertanggung jawab kepada Kepala KPHL atau Kepala
KPHP.
d. Supervisi dapat dilakukan oleh Direktorat KPHL atau Direktorat
KPHP.
2.  Penyusunan Rencana Kerja Tim Kerja
Untuk melaksanakan tugas, Tim kerja menyusun rencana kerja
penyvusunan RPHJPd yang disetujui oleh Kepala KPHL atau Kepala
KPHFP dan memuat paling tidak hal-hal sebagai berikut:
a. Latar belakang;
b. Maksud dan tujuan;
c. Ruang lingkup;
d. Susunan tim penyusun dan tugas/tanggung jawab masing-masing
anggota tim;
e. Jenis dan tahapan kegiatan;
f. Tata waktu pelaksanaan; dan
g. Perencanaan anggaran.
3. Mengevaluasi Kegiatan Tahun Sebelumnya
Evaluasi kegiatan tahun sebelumnyva hanya disusun untuk
rencana pengelolaan jangka pendek kedua sampai dengan
kesepuluh. Evaluasi kegiatan ini dituangkan dalam bentuk matriks
vang berisi jenis kegiatan serta kinerjanya yaitu perbandingan
volume target dan volume realisasi fisik kegiatan yang bersangkutan.
Masing-masing kegiatan tersebut kemudian dianalisa faktor
yang menunjang keberhasilan atau faktor kendala vyang
menyebabkan kegagalan. Jika kinerja keberhasilannya tinggi, maka
harus diuraikan faktor-faktor yang menunjang keberhasilan tersebut.

Sebaliknya jika kinerjanya rendah, maka harus dijelaskan masalah-
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masalah yang menjadi kendala dan menghambat keberhasilan
kegiatan tersebut. Berdasarkan catatan keberhasilan dan/atau
kendala tersebut diberikan saran atau rekomendasi perihal kegiatan
yang bersangkutan, sebagai umpan balik kegiatan tahun berikutnya.
4, Penyusunan Rencana Kegiatan dalam RPHJPd
Penyusunan rencana kegiatan dalam RPHJPd mengacu kepada
rencana kegiatan dalam RPHJP.
5. Melakukan Analisa dan Proyeksi Kegiatan
Untuk setiap jenis kegiatan yvang ditentukan harus dilakukan
analisa dan proyeksi target kegiatan sebagai arahan rencana
pembangunan tahunan KPHL atau KPHP tahun berikutnya. Proyeksi
target kegiatan tahun berikutnya ditentukan berdasarkan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya. Target kegiatan dapat
ditingkatkan jika dalam pelaksanaan tahun scbelumnya tidak
terdapat permasalahan dan/atau kinerja kegiatan tersebut cukup
tinggi. Namun jika ternyata kinerja kegiatan tersebut rendah,
dikarenakan adanya kendala dan permasalahan, maka untuk
menghindari ketidakefisienan, target kegiatan tersebut tidak berubah
atau dikurangi jumlahnya.
6. Pengumpulan Data dan Informasi
Dalam penyusunan masing-masing rencana  kegiatan,
digunakan data dan informasi yang telah dikumpulkan dalam
penyusunan RPHJP dan telah diperbaharui dengan data dan
infromasi terakhir yang tersedia. Data dan infromasi tersebut antara
lain:
a. Sasaran lokasi kegiatan;

b. Volume kegiatan;

e

Perhitungan harga satuan kegiatan;
d. Metedologi yang digunakan; dan
e. Peta rancangan kegiatan (jika diperlukan).

Dalam hal lokasi sasaran kegiatan tersebut telah ada dan telah
sesuai dengan RPHJP, maka data dan informasi tersebut dapat
digunakan sebagai bahan penyusunan kegiatan dalam RPHJPd.
Namun jika data dan informasi kegiatan yang tersedia dalam RPHJP
dirasakan sudah kurang valid maka perlu dilakukan checking
lapangan. Pengecekan lapangan tersebut dilakukan dalam rangka

mengklarifikasi data dan informasi tersebut.
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Perhitungan standar kegiatan disesuaikan dengan metodologi
vang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Untuk itu
dalam penentuan metodologi yang digunakan harus mengacu kepada
petunjuk teknis masing-masing kegiatan tersebut.

Melakukan Analisa Biaya dan Tata Waktu

Analisa biaya pada prinsipnya adalah menentukan input uang
vang dihitung melalui input fisik yang diperlukan untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang disebutkan dalam butir 3 (tiga)
setelah dikalikan dengan standar biaya per satuan kegiatan (unit cost)
yvang berlaku dengan asumsi-asumsi tertentu.

Penyajian rencana kegiatan kegiatan jangka pendek mengikuti
prinsip SW+1H yaitu:

a. What...? (jenis kegiatan apa yang dilakukan?) digambarkan
dalam jenis kegiatan, target dan biaya vang diperlukan untuk
melaksanakan kegiatan tersebut.

b. Where...? (di mana kegiatan tersebut dilaksanakan) digambarkan
dalam lokasi blok/petak serta lokasi secara administratif.

c. When...? (kapan kegiatan tersebut dilakukan) digambarkan
dalam tata waktu pelaksanaan kegiatan, ketersediaan sumber daya
manusia pelaksana dan sebagainya.

d. Who...? (siapa yang melakukan kegiatan) digambarkan dalam
para pihak yang terlibat.

e. Why...? (mengapa kegiatan tersebut dilaksanakan) digambarkan
maksud pelaksanaan kegiatan.

f. How...? (bagaimana  melaksanakan  kegiatan  tersebut)
digambarkan dengan metode pelaksanaan kegiatan.

Penyusunan Rencana Monitoring Kegiatan

Rencana monitoring ditentukan untuk setiap jenis kegiatan.
Dengan adanya rencana monitoring ini diharapkan kegiatan yang
dilaksanakan tidak menyimpang tujuan yang diharapkan dapat
mencapai target yang telah ditetapkan. Bentuk dari monitoring
kegiatan ini dapat disusun dalam bentuk matriks target penyerapan
anggaran yang dipantau setiap jangka waktu tertentu.

Pembahasan

Konsep RPHJPd yang telah disiapkan oleh Tim kerja

selanjutnya dibahas dalam rapat pembahasan, dengan melibatkan

www.peraturan.go.id
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para pihak terkait antara lain Dinas Kehutanan Provinsi dan Unit
Pelaksana  Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan/UPT KLHK (BBKSDA, BPHP, BPKH, BPDAS-HL) untuk
memperoleh perbaikan dan penyempurnaannya. Apabila di daerah
tersebut tidak terdapat UPT KLHK maka pembahasan dilakukan oleh
Dinas Kehutanan Provinsi.

10. Penilaian dan Pengesahan

RPHJPd yang telah dibahas dan diperbaiki dinilai oleh Kepala
Seksi Perencanaan (pada KPHL/KPHP tipe A) atau Kepala Sub Bagian
Tata Usaha (pada KPHL/KPHP tipe B) dan disahkan oleh Kepala
KPHL/KPHP.
C. Pengendalian dan Evaluasi

1. Pengendalian pelaksanaan RPHJPd dilaksanakan secara berjenjang
dari tingkat KPHL /KPHP, Provinsi dan Pusat.

2. RPHJPd dievaluasi oleh Kepala KPHL/KPHP dan dilakukan 1 (satu)
tahun berikutnya setelah RPHJPd tersebut selesai dilaksanakan.

3. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai umpan balik (feed back)
dalam penyusunan RPHJPd cleh Tim Kerja dan dicantumkan dalam

RPHJPd 1 (satu) tahun berikutnya.

BAB 111
FORMAT PENULISAN
A. Kerangka RPHJPd
Kerangka RPHJPd KPHL atau KPHP adalah sebagai berikut:
Sampul
Halaman Judul
Lembar Pengesahan
Peta Situasi
Ringkasan Eksekutifl
Kata Pengantar
Daftar Tabel
Daftar Gambar

e N o gk Wb e

Daftar Lampiran

—
=

Daftar Lampiran Peta
PENDAHULUAN

—

Bab ini berisi latar belakang, tujuan, ruang lingkup dan batasan

pengertian dan disusunnya RPHJPd.
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II. EVALUASI KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA

Bab ini hanya disusun untuk RPHJPd kedua sampai dengan

kesepuluh. Berisi antara lain uraian hasil evaluasi kegiatan yang

dilaksanakan tahun sebelumnya dan saran/rekomendasi untuk
kegiatan tahun berikutnya.
II. ANALISA DAN PROYEKSI

Bab ini berisi uraian analisa dan proyeksi/target sebagai arahan

rencana pembangunan tahunan KPHL atau KPHP yang ditentukan

berdasarkan hasil evaluasi dan dengan mempertimbangkan kondisi
terkini.

IV. RENCANA KEGIATAN
Bab ini berisi uraian mengenai rencana kegiatan tahunan.

V. MONITORING KEGIATAN
Bab ini berisi rencana moenitoring vang dilakukan untuk masing-
masing kegiatan.

VI. PENUTUP

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Lampiran 2. Matriks Analisa dan Proyeksi Kegiatan.

Lampiran 3. Matriks Rencana Kegiatan Tahunan.

Lampiran 4. Matriks Rencana Tata Waktu Kegiatan.

Lampiran 5. Peta-peta (dibuat sesuai dengan kebutuhan).

B. Skala Peta dan Isi Peta
1. Dimensi peta

a. Untuk wilayah KPHL atau KPHF < 50.000 Ha, skala minimal
1:50.000.

b. Untuk wilayah KPHL atau KPHFP 350.000-100.000 Ha, skala
minimal 1:100.000.

c. Untuk wilayah KPHL atau KPHP > 100.000 Ha, skala minimal
1:250.000.

2. Informasi spasial peta, minimal memuat:

a. Informasi spasial dasar peta, antara lain: sungai, jalan, kota,
desa.

b. Informasi spasial arahan rencana pengelolaan hutan jangka
pendek. Pada masing-masing lokasi blok/petak diplotkan
kegiatan-kegiatan tata hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan
hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan kegiatan perlindungan

hutan menggunakan simbol warna.
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c. Informasi spasial lainnya yang dipandang perlu untuk
diakemodasikan sesuai dengan kebutuhan setempat.

3. Peta-peta yang dibuat antara lain:

a. Peta rencana lokasi kegiatan tata hutan;

b. Peta rencana lokasi kegiatan pemanfaatan hutan;

c. Peta rencana lokasi kegiatan penggunaan hutan,

d. Peta rencana lokasi kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan;
dan

e. Peta rencana lokasi kegiatan perlindungan hutan.

4. Peta-peta harus ditandatangani pejabat berwenang sebagai
penyusun.

S. Pembuatan peta disesuaikan dengan ketentuan.

C. Penulisan RPHJPd

Penulisan RPHJPd mengikuti format sebagai berikut;

1. Cover/sampul buku rencana pengelolaan hutan jangka pendek
dibuat dan disajikan semenarik mungkin dengan gambar yang
mencirikan kawasan yang bersangkutan.

2. Rencana pengelolaan hutan jangka pendek menggunakan bahasa
Indonesia yang sederhana, mudah dimengerti, ringkas, akurat,
obyektif, sistematik dan logis.

3. Rencana pengelolaan hutan jangka pendek diketik dengan huruf
jenis Tahoma ukuran 12 pada kertas A4, diketik 1,5 spasi dengan
batas 4 cm dari pinggir kiri dan 3 cm dari pinggir kanan, pinggir atas
maupun pinggir bawah dengan sampul “hard cover” warna kuning.

4. Setiap halaman diberikan nomor halaman, dimulai dari kata
pengantar sampai daftar lampiran peta menggunakan huruf kecil dan
mulai dari bab pertama dan seterusnya menggunakan angka secara
berurutan dibagian kanan bawah halaman.

5. Peta-peta yang merupakan lampiran dikemas menarik dan
dimasukkan ke dalam kantong dengan ukuran menyesuaikan

ukuran buku.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

www.peraturan.go.id



2018, No.1751

-51-

(PdrHI ueeundos/s8uny]
‘uejeejuewad yadsy) JHJM Ynjun

PdHJY su=81n jenwsy "Hdy ISt

"Hd st ueduap
[BTISas epns
uep duese=q Ie18]

"Hd st ueduap
[BNISas yepns
uep dueseRq I818]

"Hdd
IsT uep 3ueeRyg

ueduap rensss yepns uep 3ueye2q uesredureAusur ueyredureAusur | Ie1B7] UBIBIN BIBIUR
reye[ uesredureduaw sefal 1edueg se[ar sefel drnny unquredu yepi], ‘Bueseag 1eye] ']
uennyepudd | e
(qreq yeBues) (3reg) (dnxn)) (Buerny)
uerelrn oN
06< 06 —SL bL-0S os>

(dHDI NVA THJIN PArHJN) ISYNAOAd NVLAH NVVIOTADNAI NVALVSA NVA

DNNANIT NVLOH NVVIOTHONAd NVALVSHY MHANId VDNV NVLAH NVVIOTHONHd VNVONH
NVIVIINHd NVNANVd

NVINH NVVIOTHONHd

IS3NA0Ud

NVNLVSHM NvVd

ONNANIT NVLAH NVYVIOTAONAd NVNALYSHAM
NVLNH NVVIOTIDNAd VNVONIY NVHVSADNAJ
NV NVIVIINAd ‘NVNNSNANAd VIVO VLIVL
ONVLNAL

810Z/11/T" NN /NACLAS/SIHINAN/86'd IOWON
VISANOANI AITdNddA NYNVINHAN NVd

dNdIH NVONNMONIT [HMAILNAN NYINLVIA
Al NVIIdINVT




-50-

2018, No.1751

‘ueyeUBSYE[Ip Ueye Juek uejerday
BUROUSI 1IEYI19] ISRULIOJUI UBp BlEpP

JENWN TepBUWW jedues uep
dexdua] 1seurrojur uep ejep uerein

TEpERWIUL UEp
se[af 1seurioyur
uep elep uerein

‘TEPBUISTL
Fueins] unureu seaf
dnyno rseuriojur
uep elep uerein

seraf
[epr} ISeuIojuL
uep elep uerein

"ISEULIOJU]
uep eie(] siseqg’'g

‘ueeuesyeRd niyem

uep euep Iaquins ‘euessead ‘yo[q
‘iseyo] ‘ederq undnew (indino)
auwIn[oa 13as LIBP MIBq ISESI[eal
uep 1281e] uereln jenwajy ‘seel
1edues eAUURIEIN UED IEpPeuIaul
1edues ISeULIOJUl UEP ISBN[BAY

‘sefal eAuuerein
Uep 1epeuau
ISEULIOJUI

uep ISen[eay

‘seral
umpoq eAuUUEIRIN
unuweu [epeuou

dnyno rseuriojur
uep Isen[eaq

"SE1BCI3]

1edues eAuwIn[agas
unyey |

uejersdoay [SeuLIojul
uep ISen[eay

“eAuwInfagqes unye],
1 uelerday 1seneay '

"IsS[2401J Uep SISI[eUy | 'q
ursads oy
unun jejisiag ueA LIep uesremip TEPBTUIIUL
uep Hdy werep d3duraal uek dnyno uep ‘repewawl dueiny | ueraduad ueseleq
ueseleq 1eNULN ‘Tepellaul jedues | sMp uenisduad UNureu siynmp uexredureAusw
uep smp uenaduad ueseleg ueseleq | uenieduad uesejeg MepiL ‘ueraduad ueseleq ‘¢
"PACHJY urerep uesilesp
3£ BUBDULI-BUBDUI BN N
‘Tuolla) Jele[m ueleejuewad "Hd¥
BUBOUSI UEp uee[o[2duad euBIUlI dnsidur Sueru | gy dn8ur Suens | "Hde dnBur Suena
uereln Jenwap ‘Hdy dnySurf uesredureAusur ueyredureAusur ueyredureAusw
3uenu uesyredweiuar se[al 1e8ueg se[ar sefal drnsny urerep seral spepip ‘dro[dury Sueny] "¢
"PdHJH
umeunsniAuad uenlny eduey uesmg
‘uee[oeduad uenlny jenuwap seEl| -seppe uenlny uep | -sel dnyno uenlng -se[al spepn uening
1edues uenfnl uep pnsyew uerein pnsiyew Uerel) | Uep pNsyewW Uelel) | Uep pnsiew UeBleln ‘uenn, uep pnsyienN g
(ireg yedueg) (req) (dn3ny) (Buernyj) R oN
06< 06 - SL PL-0S 0s>




2018, No.1751

-53-

Suenyad 1s3e401d 1enuidly seal
jedues eAuuerein Uep repewal

1e8ues JHJM / THIY yedem
ISIpUOY IS}2A0Id UBP SISI[BUY

dHI / THI
yeAe[Im

ISIPUOY IS¥eA0Id
uep sis[euy

drs[no JHJI3 /THIN
yeAe[Iim

ISTPUOY IS32401d
uep sis[euy

redues JHJIS /THII
yeAe[im

ISTpUOY IS¥401d
uep sis[euy

‘18324014 UEp SISI[eUY .

HIFUoy
1suajod elad uelduap desduarp

uep (dHJI/THI ‘esap ‘snsey)

‘uelesdun deros
eped 3yIjuoy
1suajod sTyels uep
yijuoy 1suajod

ISexqnuIplp
ye[el 3uek qI[yuoy]

uejexdun denas eped IyIjuosy ueNreInguaw suajod Sueiual
Isuajod smiels ‘fIjuoy 1suajod ye[el SB[[39s UBYIEINIP
ISBULIOJUI JenuIay dexsdus] uep uep repeuout Uep TepeuIaul "sB1RQIa)
sefal 1e8ues ueNleINIP ISEULIOJU] ISBULIOJU] dnsyno rseuwrofu] Jedues ISeuLIOJU] "HIJUOY UBBIOWA] Q
“BAujIs{adsiad
Suejus

‘eAuyadsiad sepal 1edues
ues[leInIp Uep Iepelatl [SBULIOJU]

SE[I3[oS UesleInp
UEpP TEpELIW
ISEULIOJU]

‘TEPEBUOUL
dnsno seulroyuy

"SE1BCII)
redues ISeULIOJU]

“Teunye],
uBUNIUBqUId]
BUBOUY UBYRIV'G

‘ueregsdue

ueIesaq Ises[o[e uep ‘uejerday] | desdua] uep seal seral seral
sT3{0] ‘uelerday srual ‘qeqiie) dued |  dmno uedreinip dny[no ueyreInip BIEBDOS UBYIBINIP
yeyld-yeyld jenuwajy jnunisgq uep uegunuaday] uegdurjuaday] sept} uedurnuaday
desdual ‘se[=l ueduap uesrenip nsduewad nsduewrad nduewad ‘uedunuaday]
uedunjuaday nyduewad sedisnied sedisnied sedisired 1sedisied nyduewa  sedisiped
"dHd3 / THdM Uede[s ip
Has ueeundduad uep uedueyasy ‘sefal

‘HAs uedueped 3uelua) uerlequIed
uep IseuIojul Jenway “seEl uep
desduol 183ues QSN ISBULIOJU]

dns[no eAuuerein
uep BIpasIal
HASN rseuliofu]

“erpasial dnyno
HASN rseuLomu]

"BIPasia) yepI}
HASN Iseuloju]

"(HASN) ueiny edeq
IquIng BoORIIN STIRIS ¢

(qreg ye3ueg)
06<

(>ireq)
06 - SL

(dn3n))
bL-0S

(Suernyy)
oS>

uerein

oN




-54-

2018, No.1751

"eAUUEIEIN TepEWDUI 183UES UED 1e3BIBASEUI JexeIeASeUl | jedues JeseIeASeul 1e1yes /1eduwalag
selal je8ues vIpasia) jesereiselt ueeAepiaquiad ueseAeplaquiad ueeAeplaquad 1B BIBASBN
ueedeplaquied BUBIUSY BUBOUIY BUBOUIY BUBOUY ueBABPIaqUa €
‘ueeuesyeed niyem
. ) i i "UeAB[IM MIISLISIBIEY
uep vuep Joquns ‘euesye[ad ‘Joiq eAuuerein eAuuereIn
‘1seyo] ‘edelq uep jndjno/swnjoa [epBUIaW 183UES TepeuoW FENSIS THUL9)
. . yelem eped ueiny
jo[q 3ursew-gursewl uejeejueuad uep BIpasial drnsno uep seleqIal
. ueleejuewad BUBDUIY
BUBOUAI JENUWR "BAUUBIBIN NjualIa} yederm BIP2s1a] NIUa}Ia] jedues NIuoo]
TepeuIatl jedues uep jeirse ‘seal eped uenyg yeAe[m eped yede[m eped
Jedues BIpasial NJUALIL] YeAB[Im uejeejuewad | ueiny ueleejuewad | ueiny ueleejuewad | niuslra] yedem eped
eped ueny uejegjuswad BUBIUIY] BUBOUY BUBOUY BUBOUI ueIny UB}eeJuUeuIa3d g
‘ueeUuBsyE[Rd ‘se[al dmymno

npjem UEp BUEP JoqUIns
‘euesyerad ‘3yjo[q ‘Iseso] ‘eAelrq uep
ndino /swmjoa euedual ‘uelerda
srual weourr jenway seral yedues
ueMIeInIp Uep erpasial eAuueinyg

ueNIeInIp uep
BIpasial eAuueiny
ueeleuad

B1I9S B[O[aY
qele[m e[es[iaq

“erpasial dyno
eAuueiny ueejeuad
B119S E[0[ay]
qele[n e[esIaq

"BIpas1al JEpn
eduueiny ueejeuad
1138 B[o[ay
qele[im e[esIaq

‘ueiny ueejeuad elias
B[0[ay] [eAe[lm B[EXIa]

ueeleuad e112s B[O[2y UeLB[IM ISESLIBIU2AU] ISESLIBIUIAU] ISESLIBJU2AU] ISESLIE]USAUL BUBOUIY
B[e31aq ISESLIBIUIAU] BUBOUIY BUBOUIY BUBOUIY BUBOUIY ueIny ueBlBU3d "]
‘uee[0[28Uad NIEM
eydue BWB[AG SIS91BIIG
ueleidaly BUBOUIY | D
“uouwafeuewW UBYBWI[A
euaIes oyIsal 1suajod 1s3yai01d
‘eurajur seysedey 1s304o1d
‘(reuiayssa o3Isal ) sidajenls
uesweoue 1syaioid ‘ueeuepuad ‘se[af eAuuerem
Sueniad 1s3e4o01d ‘s1idarens UEp IEpEWRW ‘TEpEWaW "se1eqial
reg jedue 1] dnyjn suwin
(3ired jeueg) (req) (dn3ny) ( M) R oN
06< 06 - S PL-0S 0S>




2018, No.1751

-55-

‘euesyerad ‘Yjolq ‘1sexqo] ‘elelq

ue3uop ueNIeInIp

BIB9S Ulzl 1en] Ip el1oy
[ea1e eped 1selIqBYal

uep ndino /owmnjoa ‘Iselqiqeyat uep BIpasio) BIPIs1a]) epe

ueered3dualaiuad uelerdas (rse1IqeyaI (1selIqeyaz sepn (Iselqqeyal ueereggus[aluad

stual jenuway ‘se[al jedues | ueyeredsuooAuour | ueyeled3us[eAusul | uedBIEZZFUI[aAUsW BUBIUSY

ueduap UBNIBINIp UEP BIPasSIa) epn yepn Jepn uIz]

(1seyqqeyal ueyeredfuoeduswr | neE) SB[yl neje) Ise}qeyal neje) Ise}qeyal ueqadrq yepil, Suek

3[epn nele) ISel[Iqeyal ueeredduaeiuad ueeredduareiuad ueeledduaeiuad | [ea1y eped IsEIIgRUIY
ueereg8uareiuad vuBOUSY BUBIUIY BUBOUIY BUBOUY ueeredduapAusd ¢

dHd) /THdY

‘ueeuesye[ad nysem uep euep [eare eped ueiny

Iaquins ‘euesye[ad o[q ‘IsEO] uesemey ueeunddusd

‘ederq uep ndino/sumioa el1eg undnew uejeejuewad

‘uweneluewad uenejueuwad Uep

opolawl 1eudduolWl UBIEBI) g sepal ueeulquad BuBdUY

"ueeulquiad drs[no ussreInp

jrjueq reusduswr uerer) | UEp IBpEUISW TEpEUIUI se1B1d] uiz] rueqaqiqg

j1enuwep Cserel 1e3ues uesreanp uenejueulad | dnyno uenejuewag uenejuewad yel 3ued dHdM

uep repewsw jedues uenejuewad uep Ueeulqua UEp UBBULqUI] uep ueeulquad | [eely eped UenelUBWY]
Uep UBBUIqUIZd BUBDUIY BUBIUIY BUBIUIY BUBDIUY uep ueeUIqQUI]

“eAUuUIE]

Jinpoid rouos?

uep ueuBINY3IY BYESN

sasye ueelpaduad

‘ueeIjway ‘[exol edeusy

‘ueeuesyead niyem uederafuad yniuaqg

uep euep Ioquins ‘euesyerad ‘3olq ‘eAUUEIEIN ‘eAUUERIEIN urefep jeyereiseur

‘1seyo] ‘efelq uep jndino/awnjoa Iepewaw je3ues Tepewau ueeABplaquiad BUBIUSY

‘ueefepiaquad srusf jenwapy uep erpasia) | dnyno uep erpasisl ‘se1BQIal “uBlny

(3ired jeueg) (req) (dn3ny) (Buernyj) R oN
06< 06 - SL PL-0S 0s>




-56-

2018, No.1751

‘ugeuesyerad

npsem Uep euep Iaquins

‘eussyelad ‘yo[q ‘1seyO] ‘BAeIq

uep ndino/sunjoa nndijour eliag
‘uenejueurad

apojaur leusdusw Uereln °g

‘ueeulquad
jriueq Ieuaduoul uereln "I
D lenuep
-se[al 1e3ues UEZUap uBNIRINIP
uep eipasiel (uenejuewad

‘sefal dnsino

ueduap ueyEINIP

uep BIpasial
(wenejueurad
uep ueeurquiad
epe Jepl

NE}E.) ISBUB[Yal
uep ISelIqeyal

"BIpaslial
(wenejueuwrad
uep ueeurqurad
Epe Epl

nejej) [Isewsyal
uep ISelqeyal

epe

syepn (uenejuewad
uep ueeurqurad
Epe JepH

neje) ISEWB[3al
uep Iselqeyal

fuDIIN SNUDY
dvio) aspwopal upp
Ispmqoyels vpon yopn
undnojom umypIn))
“eAuUBINY

uesemes] ueeunsdgduad
uep uejeejuewad ULzl
epe yepns guek eliay
[ea1e eped ISeUWeRal
uep ISejIqeyal
ueeuesyed
uenejuewad uep
ueeuIquad BUBOURY
urZ]

Ieqaqrq yepns sueA
[e21y eped ISBWEaY

uep ueeurquad epe yepn ueeuesyead ueeuesyead ueeuesyead uep sejrqeyay

neje) ISEWeR21 uep ISelIqeyal uenejuewad uenejuewad uenejuewad ueeUESI; B[]

ueeuesye[ad uenejuewad uep ueeurquiad uep ueeurquiad uep ueeurqurad UBNEUBWS]

uep ueeurquiad BuBOUIY BUBDUIY BUBDUIY BUBDUIY UBP UBBUIQUIZ] "9

(Isejigeyal uesnye[oul

srepn ededusur

ueseE[E UeMIBINIp

snuaey delal ‘IselIqeyal

UBBUBJUIIIUI JEpPI}

‘ueeuesyead undneem uejele))

np{em UEp BUBp IaqUINS sefal dnsmno repeowl
(qreg ye3ueg) (qreq) (dnyny) (Bueiny) S oN

06< 06 - S.L +.L-0S 0S>




2018, No.1751

-57-

‘euep Iaquins ‘BABIQ UBP

INdino /ouimjoq BUBdUI ‘Uejerdal]
stual 1enuay "eAuUyeB3UE]
-ges3due[ [relap ueNeIN3uaul BLI9S
[epewsw Je3ues ‘eIpasial 1reia)l
42pJoyaywys uep Isuelsul ueduap
1319UlS UBP [SEUIPJIooy BUBIUIY

‘Tepewaw }edues
uep erpasial
ITES[13] J2P]OYIHDIS
uep ISUB}suL
ueduap 131ours
uep ISeurpIooy
BUBIUY

"TEPEUISUL

dnyno uep erpasiay
11e3{13] L9PJ0YINYDIS
uep ISUe}sul
ueduop 1310uls Uep
ISEUIPIOOY BUEBDUY

‘sereqie) jedues
11e3[13] L5PJOYIYDIS
uep ISUE}sUl
ueduap 131oUIs Uep
ISEUIPIOOY BUEBOUY

‘ueeoaduad sepanye
11E3121 42P]0YaYDIS UEp
ISUBISUl UBSUap 181aUls

UEp ISEUIPIOOY BUEBDUIY

EHIL L Jeployaduls

uep suejsu] ugduap
Id1aUIg UBP ISEUIPICO) 6

‘ueeuesyead niyem

uEp BUBD Jaquins ‘euesye[ad
‘eABIq UBp Indino /auimnjor

‘aejerday srusl uesWINIUEdUa
"BAUUBLIEIN [EPEWIW JEFURS UBP
IOULI JEdUes BIpasia) uizl 3uedaurad

BAUUEBIEIN
Iepewaul jedues
uep erpasial

urzr duedswrad
Iejue ISesIuoIyuls
uep ISeUrploosy]

‘TepEeUIUL

dnsmno uep erpasia)
urzi duedawrad
Iejue [SESIUOINUIS
uep ISBeUrpIoos]

‘BIPasIal

sepn urzt duedaurad
Iejue [SBSIUOINUIS
Uep ISBUIpIooy]

‘(ueyeinip dejoe} snuey
urzt 3uedawad epe yepn
undnerem ueiele)d)
“urz] uedourad

Iejue [SBeSTUoUIS

JIejuE ISeSIUOINULS UEpP ISeUIpIooy | ueeledduspiuad ueeredgduaeduad ueeredgduaeiuad Uuep ISBUIPIOOY]
ueered8uaroiuad vueOUSY BUBOUIY BUBOUIY BUBIUY ueered8uapAusd g

"HADH

Isealasuoy edAedn (¢
Bunpurp
Fueh emyes
‘ueeuesye[ad uep ueynquiry
npem Uep euep Joquins uejemesuad uep

¢ ¢ ¢ ¢ uedunpurrad ededn (g

euesye[ad ‘Yo[q ‘Iseyo] ‘ederq g

uep ndino/awmjoa ‘uejerday ‘TBpBUIIW JESUEBS Ricielcieicelong "reduralas
stual wesiuwmiuesusjy "des(duay UIE[E ISBAISSUOY drsno urere ‘se[al yyepn urere uegunpurfrad

uep [ouLll Ueduap ueyIeINnIp uep

uep ueny

ISBAIOSUOY UEP

ISBAIOSUOY UEP

[eaJe ISetuIap :

repeurawl je3ues Wee ISBAIISUOoY] uedunpurprad | ueny uedunpurpiad | ueny uedunpurprad ! WeY ISBAIISUOY] Uep
uep ueiny uedunpurlprad ueelegduareiuad ueeregduareiuad ueeregduaaiuad ueny UegunpurIad
ueeredduafeiuad vuBOUSY BUBOUIY BUBOUIY BUBOUIY ueered3uafeiusd/,
d
(reg jyelueg) (qredq) (dnxny) (Bueinyy) R oN
06< 06 - SL vL-0S 0s>




-58-

2018, No.1751

stual jenuialy eAuueduequiaduad

ueduap dexguarp

[I219P UEBIOULI B1I2S UEp lepelaul TEpEWIW BUBOUSY

‘sefal 1edues Juek uerean ueduap 1e3ues aspguILY drono aspgopp | SBIBQIS) 3SDgDIDP IseuLIoju] 130[0U3a ],

1dex3uaip uep repewaw 1e3Ues ueduequaduad ueduequaduad ueduequaduad sIseqlog asngning

aspgmpp ueduequeduad eueOULY BUBIUIY BUBOUIY BUBOUY ueduequaduad gl
‘ueeuepuad “ueeuepuad
1suxjed ueeSduad | 1suojod ueredduad
‘BARIC UBP ININ0 /21UN)on BUBIUI JieuIaie | jJaeUId)[E-jIleuIl]eE
‘ueeAeiquiad /euep useipaiuad -JrjeuIale uesinuad
IquIns UeWNueduay 1[edial uesinuad uep ISeaoul
yerel Sued jrjeuwraie ueeuepuad uep Iseaoul TEIOSIP WINag
1sualod werein uesredurefusur I21I9SIP UEp unweu Iepeusul
Je[el eHes ‘ueeuepuad | [EPEWRLL ‘BIPIsSIal dnyno uep "SE1BCII]

1suajod uerredsuad jreurafe
-Jreuse)fe uesinuad Uep Iseaoul

ueeuepuad
Iaquns 1suajod

BIpasia) ueeuepuad
Iaquins sualod

redues ueeuepuad
Iaquns suajod

TE1IaSIp UEpP TepBUIaul ‘BIpasia] uep ‘uereddue uep ‘uereddue uep ‘ueredgue ‘ueedeIquIad
ueeUueBpuad Iaquns Isusjod uep ueyIIngay uByIINgay uByININgGay IsquIng /eue(
‘aereddue UBYNINGIY BUBIUY BUBOUY BUBOUY BUBOU ueRIpaAuUad 11
‘ueeUuBsYE[2d
niysfem uep euesye[ad ‘vuep
Iaquns ‘edelq Uep ndino /swnjon ‘eAUUEBIRIN
BUBDUSI ‘Ueleiday] stusf jenuay repeuIawW 183UES "TEpRUIOUL

"BAUISUST{9SUON-ISUSINIS U0
ueduap idey3uafip eHas eAUUBIBIT

uep eipasial
Nas sensedey

dnsno uep erpasial
Nas sepsedey

'seleqI9] ledues
nas seysedey

repeuraul jedues ‘des3usf eIpasia] uejesduruad uerexduruad ueres(duruad "Nas
WAs seusedey ueyeyduruad uep ueerpaiuad uep ueerpaiuad uep ueerpaiuad | sejsedey ueley3uruad
uep ueerpaduad euedUay BUBIUIRY BUBIUIY BUEBDUIY uep UBBIpaAUad Q[
‘ueeuesye[ad
njem uep euesseR=d
d
(3ired jeueg) (ired) (dn3ny) (Bueinyy) R oN
06< 06 - SL PL-0S oS>




2018, No.1751

-50.-

1enuajy ‘uereliagq neje suUIp
ye[21 3ueA 1SBIS2AUI JIIBUIII[E

ueduap dexguarp
uep [epeuou

Suepiq 1p 1SB1S3AUL

dex3uaip el1as ‘seal Fuei uerein ueyreInp ‘Tepewaur dnyno “UeMIBINIp ueduequraduad
ueduap dexdusip uep repewaul (mera4 eUBOULT | UBNIBINIP ISE}SIAUL Jepn ISe1saaul BUBOUIY
UeyIBINIP (M2L124 BUBOUAL | BPe YEpPI} Nele) J3 ueduequoduad ueduequoduad I ISBISPAU]
epe epn nele) 3 Mool euedudy] Ma1a4 BUBIURY BUBOUIY BUBIUIY ueduequiaduag gl
‘ueeuesye[ad i
npem uep euesiyed (wesrernip
: : : . dejo) snaey meiad
BUED JoquINs ‘Yo[q ‘ISEYOo[ edluuedeye)
. BUBJURI BPE YEpI]
edeiq uep ndinoe /ownoan euedusal | ueduap dex3usp
. . . undnefep :uelele)d)
uejerdoy stusl jernway ouLl Uep epeuaul Tepeuou

uep [elap eledas vAuuedeye]
ueduap desdualp uep repewaul
1e8ues uesIeINIp (1ora4 euedual
BpR JEepn Nele) 3 7au1al Bueduay]

ueeInIp

A\Smwbwk elueaUual
epe Jyepn neje) 43
(1211o4 BUBIUIY

dns[no ueyreinip
(mawres eueOURX
BpE yepl} nele)

Jd¥ M2zt euedusy

‘usilelnip yeph
(mawras eueOURI
BpE JEpPI] NEjR)
d3 M2zt eueduIy

(rexas

unye) G [eurruru)
: ueeo[aduad
BUBOUIY (112112

!

‘ueeuesye[ad

nsem uep euesye[ad ‘euep
Iquns ‘3yo[q ‘Isexo] ‘eAelq UEp
mdino /oauwmnjoa euedual ‘uelerda
stual yenuoly vAuuedeye) ouLIp
B1Ias ‘BAUISBIUIUWINSGIE [BLIOSIP UBP
TepEWLW UBYIBINIP (ISES[[EUOISEI

‘eAUIsBUsWNg IR
IeLIasIp

uep repewsw
ueyreInp
(1sesieuolser
BUBOUII

Bpe ¥epl} nele)
B[O[93] UBAB[IM

"TEPELIUL
dnsno ueyreinip
(1sesiEUOISEI
BUBJUAI BPE MEPI}
nele) elo[ay YBAB[IM

“epe
Jeph (ISesBUOISEI
BUEBJUII BPE JEPIL]
nele) glo[ay YeAE[IMm

"(wesrerntp
dejo) Ises|[eUOISBI
BUBD2U2I BPE JEPI]

undnerem ueieje))

BUBDUII BPE YEPI} NEJ:) B[o[ay] ISESI[BUOISBI ISESI[EUOISBI ISESI[EUOISBI “elray
JeAe[Im ISES[[BUOISEI BUBDIUI} BUBIUIY BUBOUIR Bueduay | YeBAE[IM ISESI[BUOISEY 'C]
‘ueeuesye[ad
np[em uep euesye[ad eunsd
‘euep JoquIns ‘BABIC UEBP ‘se[al jedues 1edo] BIB9S asDGLIVD
INdIno /auimjon BUBDURIL ‘UBjerdal 3ue4 uerein ueduequraduad
req jedue e dnyjn suwin
(ireg yedueg) (req) (dn3n)) ( M) R oN
06< 06 - SL PL-0S 0s>




-60-

2018, No.1751

‘ues[requedp

Fued seuriojur-IseuLIoful se[al
1edues ellas ‘urveladiad yeprey
nnuawau yepns uep elad epy

‘ueejadiad gepresy

INUSUISUI JEPNS
uep elad epy

‘ueeladiad
Tepres] INuUataul
dnyno uep eled epy

qepres Inuaua
YEpn unueu
eAuelad Bpe nejlR
eAuelod epe qeplL

"elrox yede[im stpuoy
[ensas SV eled 't

‘ues[requedp

FueA IseuLIoJUI-ISEULIojUl SBR[
1edues epos ‘ueejodiad yeprey
INUIWIUI Yepns uep elad epy

‘ueeladiad yeprey

[JNUoWoW Jepns
uep elad epy

‘ueeladiad
yeprey [nuauoul
dnsno uep evlad epy

‘ueejadiad

yepres Inuauaul
epn unureu
eiuelad epe neje
vAuelad BpE qEpI]

"dHd3M /THdY
[ea1e uelny

uBeseme’y] mwwﬁﬂﬁ Blad "¢

"ues[requIedp

FueA 1seuriojul-IseULIofUl SBR[
1egdues elas ‘ueelodiad yeprey
Iynuswew yepns uep elad epy

‘ueeladiad yepresy

IYNUaUWISUL JEpns
uep elad epy

‘ueeladiad
Jepres [nuatoul
dnsno uep elad epy

‘ueejadisd

Teples INU3UauL
Jepn unweu
eAuelad BpE NElE
eAueled epe MqepLL

‘I3 E19] unye;

¢ dHJdM/THdY [ea1e
ueye] uedninuad elad g

uesrequIedp

FueA ISBULIOJUI-ISEULIOJUl SBR[
1edues euas ‘urveladiad yeprey
nuswew yepns uep ejad epy

ueeladiad yeprey
IUNUSUWIL W JEPNS
uep ejod epy

ueejadiad
yeprey [nuausLur
dnsno uep ejed epy

uerjadiad

yepres [qnuauaul
epn unureu
eduelad epe nele
eAuelod epe yepLL

“UBTIUIOY

rensas JHJIM/THI
geAe[im e1ad "1

‘elad-elog | 9
TEpEUIOW
eAuuedeye] ueduap 1e3uEs Isen[eas "TEPEWIUL "SB1BqId]
dexy3uarip uep repewaw jedues uep Suuojuowt | dnyno 1Isen[ea? uep | je3UEs ISEN[BAD UEP ‘ISen[eay

ISEN[EA3 Uep SULIC}IUOW BUBOUIY] BUBOUIY | SULIOITUOW BUBOUIY] | SULICIIUCWI BUBDOUIY] | UBp SULIONUO BUBIUIY | P
‘ueeuesyeed niyem "Wee Blesm
uep euesye[ad ‘euep Isquns ‘oiq uep ‘ueduni3ul] esel
‘1sey o[ ‘eAelq UBp INdino /auinjorl sefal dnyno ‘nAey uou ‘ndey usiny
BUEBOUAI ‘ISB]SaAUl Uelelday] stual dued uerein [Isey uelesjuewad
req jedue Te dnin duern
(reg jyelueg) (yreq) (dnxny) ( ) R oN
06< 06 - S PL-0S os>




2018, No.1751

-601-

FueA 1seuriojul-IseULIofUl SBR[
1edues elas ‘ueelodiad yeprey
nuswew yepns uep ejad epy

‘ueeladiad yepresy
INUSWoUL JBPNS
uep ejod epy

‘ueeladiad
yeprey [nuausul
dnsno uep ejed epy

Hepn unuweu
eAuelad Bpe NElE
eAuelod epe ¥yepLL

"130[030)

uep wiy] ‘yeuey, e1ad -

“uesITequesIp

Fued 1Iseurtojur-rseuttojur seal
1edues eulas ‘urveladiad yeprey
Iqnuawew yepns uep elad epy

‘ueeladiad yeprey
INUIWL U Jepns
uep eled epy

‘ueeladiod
Tepres INuataul
dnyno uep elad epy

‘ueeladiad

Jeples] [Nnuatoul
Yepn unueu
efuelad epe neje
eAuelad epe MEPIL

‘(renqrp nyad sepn
elod euatey ‘uereriuad
weep Jnseu

Feph ullt epe yepn
Fuek HJ ueiee))
"UBINY UBSBMEY]
ueeundduad uep
ueny ueljeejueurad

UIZI UBEPEI3(IY Bl

‘ues[Iequesp

FueA IseuLIoJuI-ISeuLIoful se[al
1edues vuas ‘urvelediad yepres
Iynuswoul yepns uep elad epy

‘ueeladiad yeprey
IJNUaWR W JEpns
uep elad epy

‘ueerladiad
yeprey [nuaueur
dnsno uep vlad epy

‘ueejadiad

yepres [qNuauIaul
epn unureu
efuelad epe nele
vAuelod epe yepLL

"UeTju=21ay IeIS3as

ueyel ueeungsuad elad -

“uesITequESIp

FueA seuriojur-IseurIofur seRl
1edues epos ‘ueejodiad yeprey
Iynuawew yepns uep elad epy

‘ueeladiad yeprey
IYMUIWSW [EPIS
uep elad epy

‘ueeladiad
yeprey [ynuataul
dnsno uep eled epy

‘ueejadisd

Jeples] [Nuatioul
Jepn unueu
eiuelad epe neje
eAuelod epe qeplL

Me1ad
‘euoz /3yog edniag

uelny ueeleuad Bl9 °

‘ues[requIedp

FueA ISeuLIoJUI-ISEULIojUl SBR[
1edues euas ‘urvelediad yeprey
nuswew yepns uep ejad epy

‘ueeladiad yeprey
IJNULWL W JEPNS
uep ejod epy

‘ueeladiad
yeprey [nuauLur
dnsno uep ejed epy

‘ueejadiad

Jeples] INUaUauL
epn unureu
efuelad epe nele
vAuelod epe yepLL

"selIgIsasye uep
dHJ3/THJY yeseim

suajed uereges Bl -

‘ueeladisd
(sreg jedues) (qreq) (dnxny) (uesny) uerein oN
06< 06 - SL PL-0S 0s>




-62-

2018, No.1751

VAVHHN LLIS

PR

‘VISENOANI AITaNddd NVNVLNHAA
NVA dNAIH NVONOMADONIT IMALNIN

‘ueeladiad

‘uesIequeIp Jeprey [Nuatial
dueA 1seuriojul-iseuriojur se[al | ‘ueejadiad yeprey ‘ueejladiad Mepn unuweu
jegdues BlIos ‘ueeladiad yeprey | [NuUawoul YBpns Jeples] [Nuatoul eAuejad epe neje ‘uejerdoy gursew
nusulaul yepns uep elad epy uep elad epy | diono uep elad epy | eAuelad epe yepiL -gurseur el1as] €124 Q1
‘ueejadiad
‘ueNIequesp Jeprey [nuawLw
d
(3ireg yesueg) (ireq) (dn3np) (Buernyy) S oN
06< 06 - SL $L-0S oS>

www.peraturan.go.id



